Nomor 74 |

: V Pnncﬁi
LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989 " Seri B Nomor 9

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 4 TAHUN 1989
TENTANG

IZIN TRAYEK KENDERAAN BERMOTOR

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang : a.

Mengingat 01,

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalar
raya serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat
perlu dilakukan penataan kembali terhadap izin trayek kenderaar
bermotor dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

bahwa untuk(maksud tersebut perlu mencabut Peraturan Daeral
Istimewa' Aceh Nomot 10 Tahun 1969 tentang Mengadakar
Pungutan Ganti-rugi bagi setiap Kenderaan yang melakukar
Pengangkutan Umum dalam Daerah Istimewa Aceh, dengar
menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokol-
Pemerintahan di Daerab;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukar
Propinsi Aceh;

Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturar

- Umum Retribusi Daerakh;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dar
Angkutan Jalan Raya;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; )
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penycrahar
Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat Ke-I;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daerakh;
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8.. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
39/DJPHBD/84 tentang Ketentuan Masa Berlakunya Izin Trayek
Angkutan Jalan. -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

ACEH TENTANG IZIN TRAYEK KENDERAAN
BERMOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
c.

d.

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatad Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh.

Izin Trayck adalah svatu izin yang diberikankepada pengusaha angkutan
penumpang umum/barang untuk mengusahakan angkutannya melalui route
perjalanan tertentu.

Mobil Bis adalah setiap kenderaan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari
8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.

Mobil Angkutan Penumpang ddalah setiap kenderaan bermotor yang scmata-mata
diperlengkapi dengan scbanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk.pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan barang.

Mobil Angkutan Barang adalah mobil barang yang dipergunakan untuk
mengangkut barang dengan daya angkut tertentu baik dengan tujuan komersial
maupun untuk kepentingan sendiri.

Kartu Pengawasan (KP) adalah kartu yang merupakan kutipandari Surat
Keputusan Izin Trayek yang harus selalu berada pada setiap kenderaan yang telah
memperoleh izin.
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BAB II
JENIS DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TRAYEK
Pasal 2

- Setiap Mobil Bis, Mobil Angkutan Pénumpang dan Mobil Angkutan Barang yang akan
dipergunakan untuk mengangkut orang/barang pada trayek tetap atau tidak tetap dalam
Daerah, wajib memperoleh izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditun-

juk untuk itu. '
Pasal 3

(1) Izin dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Izin Trayek Tetap Angkutan Penumpang Umum.

b. Izin Trayek Tidak Tetap Angkutan Penumpang Umum.

<. Izin Trayek Angkutan Barang.

@ Izin Trayek dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c berlaku untuk jangka waktu
5 (lima) tahun, sedangkan izin dimaksud pada huruf b berlaku untuk jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 4
(1) Permohonan untuk memperoleh Izin Trayek diajukan secara tertulis oleh
_pengusaha angkutan penumpang umum/barang kepada Gubernur Kepala Dacrah.

2) . ) _

Tata cara pengajuan permohonan dafsyarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon
akan diatur dan ditetapkan lebih lanjit oleh Gubernur Kepala Dacrah.
Pasal 5 .

(1) Untuk Pengusaha angkutan, Penumpang Umum/Barang yang telah memperoleh
Izin Trayek diberikan Kartu Pengawasan (KP) sesuai dengan jumlah armada yang
terdaftar dalam Izin Trayek. _

(2) Karty Pengawasan (KP) berlaku untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan

. harus diperbaharui'sesuai dengan masa berlakunya.
BAB 11
RETRIBUSI
Pasal 6

(1) Setiap pemberian Izin Trayek kepada pengusaha angkutan penumpang
umum/barang dipungut retribusi.

(2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi setiap kenderaan

ditetapkan sebagai berikut :
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a. Izin Trayek Tetap Angkutan Penumi:ang Umum

1. Kapasitas s/d 8 tempat UdUK ....oooe.ieceeorereereneresrereesesenesssaresseens Rp .25.000,-

2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat dudik ccc..cuneceecrcenercseceereccnnns Rp. 37.500,-

3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat doduk ..e.eeeeeecvenerereenrecnencnsennee Rp. 50.000,-

4. Kapasitas tempat duduk 26 ke atas ................ erssrssnassissssinereons Rp . 75.000,-

5. Angkutan Penumpang Khusus (Taksi) ........cccovneeenecnscrssmscnsene o Rp. 50.000,-

"~ b. Izin Trayek Tidak Tetap Angkutan Penumpang Umum : _
1. Kapasitas s/d 8 tempat duduk .......ceccememerercrnrrnennrreere e Rp . 2.500,-
2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat QUdUK ... Rp. 3.000,-
3. Kapasitas 16 5/d 25 tempat duduk ... reeecersrecrereerarenren o Rp. 4.000,-
4. Kapasitas tempat duduk 26 ke atas ..........occeereerererremresemecnorsans o Rp. 5.000,-
c. Izin Trayek Angkutan Barang : :

1. Mobil Barang (Mobar) s/d JBB 2000 Kg. ....ccoevrerenrercererssessens o Rp. 75.000,-

2. Mobil Barang (Mobar) lebih dar1 2000 Kg.... Seereereereer o« RP. 100.000,-

3. Angkutan barang khusus dengan laadbak tertutup ................... Rp. 100.000,-

Pasal 7

Pelunasan pembayaran retribusi dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Dacrah
ini dilakukan pada saat pemberian Izin Trayek.

Pemberian Kartu Pengawasan (KP) menurut jumlah armada yang terdaptar dalam
Izin Trayck baru dapat dilakukan setelah retribusi dimakasnd lunas dibayar.
Pembayaran retribusi dimaksud pada-pasal 6 ayat (2) huruf a dan ¢ Peraturan
Daerah ini dapat diangsur setiap tahunnya dengan perbandingan yang sama dan
dilakukan pada masa waktu pemberian/penggantian Kartu Pengawasan (KP).

Pasal 8

Tata cara pungutan tetribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
(1) Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala
Dagrah.

Pungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan oleh Instansi/Unit Kerja yang ditunjuk
oleh Gubernur Kepala Daerah.

Semua hasil pungutan retribusi Izin Trayek merupakan penerimaan Daerah dan
harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 9

Instansi Pemungut bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas
Pendapatan Daerah. : .

Instansi Pemungut dalam melaksanakan tugasnya sccara teknis mengusulkan
pengangkatan Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instansi pemungut wajib menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang
teratur atas semua kegiatan pungutan dan penyetoran uang retribusi Izin Trayek.
Instansi pemungut secara teratur dan berkala diwajibkan memberikan laporan
bulanan dan laporan-laporan secara insidentil sewaktu-waktu diperlukan oich
Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

‘ BAB V

KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp:.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud'pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 11
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan
atas pelanggaran. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daera]%
ini, dapat juga'dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dl
lingkungan Pemerintah Dacrah yang pengangkatannya dit_ctapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. . o
Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pcjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta

melakukan pemeriksaan; _ o
. menyuruh berhenti sescorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

© d. '~ melakukan penyitaan benda atau surat;
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¢. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.  memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi; )

g mendatangkan: orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

' pemeriksaan; S :

b. ~'menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyisik Umum
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangging
jawabkan. '

BAB VII
KETENTUAN PERALTHAN
] Pasal 12
Surat Izin Trayek yang telah diberikan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Surat Izin“tersebut, kecuali bila ada

ketentuan lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah ini. '

BABOVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Istimewa Aceh
Nomor 10 Tahun 1969, tentang Mengadakan Pungutan Ganti Rugi bagi setiap
Kenderaan yang melakukan Pengangkutan Umum dalam Daerah Istimewa Aceh
Yo - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1974 beserta dengan semua
ketentuan-ketenfuan lainnya mengenai izin trayek kenderaan bermotor umum yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian

- oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya
dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 14

‘Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh. _ :

Banda Aceh 2 Juni 1989.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH ACEH,
KETUA,
H. ACHMAD AMINS -
, IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah : .. )
Propinsi Dacrah Istimewa Aceh No. 74. Peraturan Daerah inf t.elah dJsahkan
Seri B. No. 9 Tgl. 27-11-1989 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
‘ No. 503.551.21-915 tgl, 27-11-1989
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH ' .

- (ASNAWI HASJMY, SH )
NIP. 390003081
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1. UMUM: L

PENJELASAN

Bahwa kegiatan angkutan penumpang dan barang telah semakin
berkembang sebagai suatu wupaya untuk meningkatkan
kelancaran usaha di bidang perhubungan darat dalam Propinsi
Daerah Istimewa Aceh.

Untik menjamin ketertiban, keamanan dan kelangsungan usaha

_ angkutan penumpang dan barang, perlu dilakukan pembinaan,

pengendalian dan pengawasan yang intensip secara terus
menerus, :

Bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini,
pengaturan mengenai pengangkutan umum yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1969 yo. Nomor 7
Tahun 1974 perlu ditinjau dan diadakan penyesuman kembali
dalam suatu Peraturan Daerah.

IL. PASAL DEMI PASAL:

1

Pasal 1 hurufd: ‘ _

Route perjalan tertentu adalah untuk mobil angkutan
penumpang umum, sedangkan untuk mobil angkutan barang izin
trayek meliputi seluruh.route jalan raya dalam Daerah sesnai
dengan tonase dan klas jalan.

Pasal 2 cukup jelas!

Pasal 3 ayat (2)¢

Izin Trayek\\Tetap Angkutan Penumpang Umum dan Izin
Trayck Angkutan Barang yang telah habis masa berlakunya
dapat.diperpanjang kembali atas permintaan pemegang izin,
sesuai.dengan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan untuk
itu.

Pasal 4 s/d pasal 6 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) :

Retribusi dimaksud pada huruf a dan ¢ adalah untuk § tahun
per- kenderaan, sedangkan retribusi pada huruf b adalah untuk
waktu paling lama 14 hari per-kenderaan.

Pasal 7 s/d 14 cukup jelas.
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